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A. Pendahuluan 

1. Umum 

Manajemen Risiko merupakan pengelolaan Risiko yang dihadapi organisasi secara 

berkelanjutan. Manajemen Risiko merupakan serangkaian kegiatan terencana dan 

terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam 

keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen Risiko merupakan langkah yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk 

mengetahui Risiko yang berpotensi muncul, baik yang berasal dari internal maupun 

eksternal organisasi. Hasil identifikasi terhadap faktor Risiko ini menjadi modal dasar 

dalam melakukan pemetaan profil Risiko yang membagi Risiko menjadi 3 (tiga) level 

Risiko, mulai dari Risiko rendah (low risk) hingga Risiko tinggi (high risk). Pemetaan 

Risiko yang telah dilakukan akan bermanfaat dalam menentukan tindakan 

penanggulangan Risiko, baik itu pencegahan Risiko sebelum terjadi (preventive 

action), mitigasi Risiko saat terjadi (risk mitigation), hingga upaya agar Risiko yang 

sama tidak terjadi kembali di waktu yang akan datang (corrective action). 

Manajemen Risiko untuk instansi pemerintah telah diatur sebelumnya oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, 

setiap instansi pemerintah diharuskan untuk melakukan penilaian Risiko sebagai salah 

satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian Risiko tersebut 

meliputi identifikasi Risiko serta analisis Risiko, baik terhadap tujuan instansi 

pemerintah maupun terhadap tujuan organisasi. Selain itu, Manajemen Risiko yang 

terintegrasi dengan pengelolaan kinerja juga telah ditetapkan melalui Peraturan 

Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional 

(MRPN). 

Kementerian Hukum telah memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko, yakni 

Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen 

Resiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Dengan adanya kebijakan MRPN, 

Kementerian Hukum mempunyai komitmen yang tinggi untuk memudahkan Unit 

Pemilik Risiko (UPR) dalam melakukan pengelolaan Manajemen Risiko ditingkat 

masing-masing serta yang utama untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern 

dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum. 



2. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

Bahan informasi hasil implementasi pelatihan manajemen risiko organisasi sektor 

publik di satuan kerja/organisasi. 

b. Tujuan 

Memberikan gambaran bagaimana dampak dan kebermanfaatan dari  

implementasi manajemen risiko organisasi sektor publik di satuan kerja/organisasi 

(Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat). 

3. Ruang Lingkup 

Menggambarkan proses penyusunan dan pemantauan Manajemen Risiko periode 

semester I tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa 

Tenggara Barat. Proses penyusunan dan pemantauan Manajemen Risiko tersebut 

meliputi:  

a. Sosialisasi dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terkait 

penerapan Manajemen Risiko dalam pencapaian sasaran kinerja di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum. 

b. Identifikasi Resikko dan Komunikasi dengan Unit Pemilik Resiko (UPR). 

c. Penyusunan Pengendalian dan Pemantauan evaluasi Risiko pada sasaran kinerja 

organisasi yang telah ditetapkan.  

 

B. Kegiatan yang Dilaksanakan 

1. Sosialisasi Manajemen Risiko 

Sosialisasi manajemen risiko adalah kegiatan untuk Dalam rangka memberikan 

pemahaman dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penerapan 

manajemen risiko dalam suatu organisasi atau instansi guna mencapai sasaran kinerja 

organisasi, Bagian Tata Usaha dan Umum melaksanakan kegiatan sosialisasi 

manajemen resiko kepada seluruh bagian yang ada di Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum. Tujuannya adalah agar seluruh pegawai atau bagian/unit pemilik resiko 

memahami dan mampu mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan 

tugas dan kegiatan mereka, sehingga tujuan organisasi/sasaran kinerja dapat tercapai 

dengan efektif dan efisien. 



Kegiatan sosialisasi manajemen resiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dilakukan mengingat terjadi telah terjadi transformasi/pemisahan Kementerian 

Hukum dan HAM menjadi tiga Kementerian dan dibawah satu Kementerian 

Koordinator. Selain itu sosialisasi manajemen resiko juga perlu dilakukan Dimana 

Kementerian Hukum telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum nomor 15 Tahun 

2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Hukum, oleh 

sebab itu peraturan tersebut perlu disosialisasikan mengingat dalam lampiran 

Peraturan Menteri Hukum tersebut juga mengatur tentang sosialisasi manajemen 

resiko baik tingkat Kementerian sampai tingkat satuan kerja kewilayahan. Oleh 

karena itu dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai manajemen risiko 

bagi seluruh pegawai/bagian/unit pemilik resiko di Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Nusa Tenggara Barat. 

Kegiatan sosialisasi manajemen risiko bagi seluruh pegawai/bagian/unit pemilik 

resiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dilaksanakan 

pada hari kamis, tanggal 22 mei 2025 bertempat di aula kantor wilayah Kementerian 

Hukum Nusa Tenggara.  

2. Penetapan Tujuan dan Identifikasi Resiko  

Penetapan Tujuan dan Identifikasi Risiko merupakan proses awal yang harus dilalui 

dalam Manajemen Risiko. Penetapan tujuan merupakan kegiatan melakukan 

inventarisasi/reviu terhadap Strategi/Program/kegiatan yang telah ditetapkan 

berdasarkan perjanjian kinerja. Identifikasi resiko merupakan kegiatan melakukan 

identifikasi terhadap potensi resiko serta penyebab potensi resiko dari seluruh 

sasaran kegiatan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara 

Barat. Identifikasi resiko dilakukan melalui komunikasi dengan semua bagian/unit 

pemilik resiko. Proses komunikasi yang dilakukan dalam rangka memastikan berbagai 

pandangan telah dipertimbangkan dengan memadai saat menentukan kriteria resiko 

dan pengambilan Keputusan dari unit pemilik resiko. Penetapan Tujuan dan 

Identifikasi Resiko akan dikoordinasikan dan/atau dikompilasi oleh Bagian Tata Usaha 

dan Umum.   

 

 

 



a. Penetapan Tujuan 

Berdasarkan inventarisasi/reviu terhadap Strategi/Program/kegiatan yang telah 

ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka penetapan 

tujuan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat 

adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Identifikasi Resiko 

Berdasarkan hasil komunikasi dengan semua bagian/unit pemilik resiko, maka 

dapat dilakukan Identifikasi Resiko terhadap pencapaian 

Strategi/Program/kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap penetapan tujuan. 

Identifikasi Resiko terhadap pencapaian Strategi/Program/kegiatan disusun 

sesuai dengan Konteks Resiko sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pengendalian dan Pemantauan serta evaluasi Risiko  

a. Pengendalian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya 

mencegah atau meminimalisir terjadinya resiko, yang disusun berdasarkan profil 

resiko (potensi risiko dan potensi penyebab risiko). Untuk profil risiko “Tinggi” dan 

“Sangat Tinggi” maka rencana pengendalian risiko yang disusun adalah Preventive 

Action (Prv), Ris Mitigation (RM) dan Corrective Action (Crr). Untuk profil risiko 

“Sedang” maka rencana pengendalian risiko yang disusun adalah Preventive Action 

(Prv) dan Risk Mitigation (RM); dan untuk profil Risiko “Rendah” dan “Sangat 

Rendah” maka rencana pengendalian risiko yang disusun adalah Preventive Action 

(Prv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Pemantauan, reviu risiko dilakukan untuk memantau dan melaporkan Risiko yang 

terjadi serta seberapa efektif rencana pengendalian yang telah direncanakan 

dalam mengendalikan Risiko tersebut. Pemantuan dan reviu dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hasil yang Dicapai 

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan maka hasil yang dicapai dalam rangka 

implementasi manajemen risiko organisasi sektor publik di satuan kerja/organisasi 

(Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat) adalah sebagai berikut : 

1. Tersosialisasinya Peraturan Menteri Hukum nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan 

Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Hukum. Serta meningkatnya 

pemahaman dan kesadaran pegawai/unit pemilik resiko terhadap pentingnya 

penerapan manajemen resiko organisasi dalam pencapaian tujuan. 

 



2. Setiap pegawai/unit pemilik resiko mengetahui/memahami 

Strategi/Program/kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja yang 

telah ditetapkan, sehingga masing-masing unit pemilik resiko telah 

mengetahui/mampu mengidentifikasi potensi resiko dan penyebab potensi resiko. 

3. Dengan teridentifikasinya potensi resiko dan penyebab potensi resiko maka dapat 

disusun/dianalisa cara pengendalian resiko yang akan dilakukan. Maka dengan 

demikian, selanjutnya dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan 

cara pengendalian resiko tersebut berjalan dengan baik. 

 

D. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan  kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka implementasi penerapan 

manajemen resiko organisasi sektor publik pada Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  

Nusa Tenggara  Barat, bahwa  pelaksanaan penerapan manajemen resiko melalui  

kegiatan sosialisasi, penetapan tujuan dan identifikasi resiko serta pengendalian dan 

pemantauan resiko yang  telah  ditetapkan berhasil menurunkan tingkat risiko yang telah 

diidentifikasi sebelumnya. 

Pelaksanaan kegiatan penerapan dokumen manajemen resiko ini diharapkam dapat 

terus dilaksanakan secara berkala sehingga dapat meminalisir atas kemunginan resiko 

yang terjadi, selain itu diharapkan agar operator wilayah sebagai unit pemilik resiko 

diberikan pelatihan terkait penyusunan manajemen resiko lebih lanjut. 

E. Penutup 

Pelaksanaan Kegiatan implementasi penerapan manajemen resiko organisasi sektor 

publik pada Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  Nusa Tenggara  Barat tahun 2025 telah 

berjalan dengan baik dan lancar. Demikian laporan yg dapat kami sampaikan sebagai 

bahan informasi dan masukan dalam penerapan manajemen resiko pada kantor wilayah 

Nusa Tenggara Barat.  

Dikeluarkan di : Mataram 
Pada Tanggal : 18 Juni 2025  

 
Mengetahui,  

Alumni,      Kepala Kantor Wilayah, 
 

 
MUHAMAD AMIN IMRAN     I GUSTI PUTU MILAWATI 
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